FEREATURAN DAFRAN

FROPINSY DAFRAH TINGKAT 1|
NUSA TENGGARA TIMITR

NOMOR 12 TAHUN 997

TENTANG

UPAYA PENTNGKATAN PERLINDUNGAN TAN KESEJAHTERAAN
BAGI WANTITA DAN ANAK DT PROPINST DARRAH TINGEAT T

NUSA TENGGARA TIMDR

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA

GURERNUIR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 NUSA TERGGARA TIMUR,

Menimhang : a.

h,

bahwa Wanita dan Anak merupakan polensi. Sumher
Dava insani bagi pembangunan Nasional aleh sebab
ity perlu terus dilingkatkan <dan  dikembangkan
kualitas dan kesejahteraannya secara tahir
mavpun batin,

bahwa kondisi Wanita dan Anak di Propinst  laerah
Tingkat T Nusa Tenggara Timur baik secarn fisik.
mental mavpun  sosial,  perin ditingkatkan  dan
dikemhangkan kodrat. harkat dan marfabatnyva yang

tuhury sebagai pribadi  vang  manpn mengemhan
tanggung jawab sebhagail  warga NegATA safpta

wmemperoleb perlindungan <eanai dengan hak-hakaya
agar maopy berportisipasi Secara penvh dalam
pembangunan,

bahwisn sehubunyan depzan (itn wabka perly maene! gndan
Y =4 t {

Peraturan BDacyah Propinsi Dacrab Tingkat T Moaa

Tengsara Timny Foentane fipea Fondnziat an
Poerbindungan  wdan Koesojahteraan bagt %anjtda Jan

Anak i Propipnsd Dedepab Tinekat § Nuwa  Tengzath
Ty,
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Mengingat
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1836 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1936 Nomor 354,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1085} ;

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indconesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649) ;

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat T1I dalam
wWilayvah Daerah-daerah Tingkat 1 BRali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655) ;

Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Pokok - pokok Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

Undang-undang Nomor 5§ Tahun 1974 tentang
Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3039) ;

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konsvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wwanita (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2413) ;
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10,

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

19.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indaonesia Nomor 3390)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1692 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3493) ;

Undang - undang Nomotr 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Momor 1}, Tambahan ILembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3670) ;

Undang - undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penvandang Cacat {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9. Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndopesia Nomor 3670) ;

Undang - undang Nomar 25 Tahun 1997 tentang
Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 73, Tambahan ILembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3702)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah (Lembaran Neegara Republik
Indonesia Tahun 198t Nomor 8. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3190) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang
Anak-anak vyang Bermasalah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomar s+ Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190) ;

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak ;

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 19839 tentang
Pembinaan Kesejahteraan Anak ;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun (995 tentang
Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di
Daerah ;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Kwalitas Anak ;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1939
tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi
Pekerja Wanita Karena Menikah, Hami | dan
Melahirkan

: s



21. Peraturan Menzeri Tenaga Kerja Nomor 04/MEN/1989
L 3

tenptany Tatz Tava Mempekzriakan Wapsta pada
Malam Hari -

23, Keputusan Menteri Yegavrs iJrusan Peranan Waniia
Nomor  22/XEP.MENUTW/UTTT/1994 tentang Pokok-
nakak gtunink Palasksupann Prozram  Peningkatan
Predubtifitas ¥=2vin Tenayn Nerjs Wanitas Melalui
Pénlngkatan Keneiahteraan Terpadu.

2%, Kspvutasar Menbokesya Nomor 04 /KFEP/MENKG/RKESRAS

LA AR A tantang Kabhijakan Penvelenggaraan

25
]
Pewkinaan Ewaliias inak

- Insiruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17  Tahun
1996 tentang Petunink Teknis Pelaksanaan
Fenzelolanan Program Penicgkatan Peranan  Fanita
datam Pembangunan di Daerah.

Dengan persetujvan Dewan Perwukivan Farkyvat Dasvak Propinsi Daerah
Tingkat T Nusa Tenggara Timur.

AEMITTIIGE 28

Menctapkan @ FERATUR 2N DAVE:H  PBREIRINST DARRAH TINGKAT T NUSA
TENGGAERA TIMIM Trr TANG TPAYA FEHTINGKATAN
PERL.INTHINGAN DAN KESFIAHTREALM R2OT TWoNITS DaN &NAK

DI PROPINSI DAERAH TIMGKAT I NUEA TENGGARA TIMUR.
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Dalam Peraturan Taerszh ipi vangz diwaksudl dengan
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Nusa Tengzavs Tiwur
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Gabernur Repals Daerah adalah fcahzarar Koepaia Jdasraa o iangka.

1 Nusa Tenvoars Tiouy

d., Wanita aldal .k Paroapaat Tewas s cang Ladah atau beluin pernah
kawin
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heium pernah kawio.
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BAB I7
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud upava dan Peningkatan periindungan dan Kesejahteraan bagi
wanita dan Anak adalabh agar Wanita dan Anak di Nusa Tenggara
Timur mendapat perlindungan bukum, perlakuan secara normatif dan
wajar sertas secara moral dan material agar menjadi warga negara
vang mandiri serta generasi penetus vang berkwalitas,

Pasal 3

{1} Tujuwan diselenggarakan Upava Peningkatan Perlindungan dan
Kesejahteraan bagi Wanita adalah agar dapat ditumbuhkan,
ditingkatkan dan dikembangkannya peranan dan perlindungan
terhadapnya, baik secara fisik, mental maupun sosial serta
diperolehnya kepastian hukum bagi hak-hak mereka.

{2) Tujuan diselenggarakan Upaya Peningkatan Perlindungan dan
Kese jahteraan bagi Anak adalah agar dikembangkan,
ditingkatkan dan dilindungi hak-hak pokok Anak untuk menjadi
warga mnegara vyang wmandiri serta generasi penerus vang
berkuvalitas,

BAB IT1
UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN WANITA
Pasal 4

{1) Untuk meningkatan perlindungan dan kesejahteraan wanita oleh
Pemerintah dan masyarakat dilakukan upaya-upava sebagai
berikut

a. pemberian kKesempatan memperoleh pendidikan vang memadai
pemberian Kesempatan untuk hekerjaz dan beruzaha

¢, pelavanan kesehatan vang memadai

d. pemberian Kesempatan untuk mendudulkj Jabatan, baik di
pemerintahan, swasta maupun Sosial Folitik

e. penghargaan dan pemanfaatan potensi sesuai kodrat Wanita
demi Kkemaiuan pembangunan

f. peningkatan penvalahan dan peumbinaan  kepada masyarakatx
tentang kemitrasejajaran pria dan waniona

.

g. pepnartihan., penzarahan dan pengamanan serta  pembherdavaan
tenaga kerja wanita
h. pengembangan. pembinaan dan peningkatan kerja sAamAa

organisasi wanita dan iembaga swadava masyvarakat

{/,
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(1.

Dalam
maka

. Penghapusan segala bentuk diskriminatit terhadap wanita
melalui upaya pemantapan wawasan, kemitraseijajaran yang
harmonis antara pria dan wan;ta. Drak dilingknnean
kehidupan Keluarga maupun dalam wmasyarakac dan pembangunan

lipaya mencegah pelecehan seksual terhadap wanita dan
pembinaan terhadap wanita koroan petleceban seksual,

Pelaksanaan Jdan penjabaran dubltic a s5/d 1 akan diatur lebih
lanjut oieh Gubernur Kepala Daerah.

BAB

i
P

UPAYA PENTINGKATAN PERELINDUNGAN 2AN KESHEJANTERAAN AMAK
Pasal 3

Untuk peningkatan perlindungan dan  kezejahteirsan Analk
dilakukan upava scbuagai berikut

&a. pemberian pelavanan Kesgjahteraan rgvpada Anak

b. peningkatan penggunaan AST :

c. Pembinasp kelvarga dan anak

. peningkatan kesempatan untuk memperoieh pendidikan dan

ketrampilan :

e. peningkalan kesempstan untuk meongetahni  dan meljndungt
hak-hak dasar dan minatnyva;

f. peningksian kesempatan bertumbut; dan berkembang :

g. pemberian batuan materi, fasilitas dJdan jasa terbadap anak
arak vang kKvrang mampu

h. peninzkatan perlindurgan atas tindakan keXerasan terhadap
anak 3tsas periakuan salah sevta penyalahgunaan sekscual

i. peningkatan perlindungan pengguraan tenaga koeria apak

J. pewmberian perbhatian  dan pembinaan secara khusus serta
pengembangan potensi anak wanita.

k. peningkatan venyuluhan terhadap tenaga kerja snak.

1. penghapuvsan diskriminsasi terhadap anak wvanita welalyi
upaya pemantipan wawasan kewmitra sejajaran yvang harmonis.

=7

Pelaksanaan dan peniabaran huric a s/¢ k akan diaeue lemh
tanjut oleh Subernur Kapala Daceyah,

BAR  V
PENIAGRATAN PRODUKTIFITAS KPRJA WAMNT UL R sy

Pasal o

rangka penjingkatan kese jAditterann Wanira dap wonsk A Daaral,
perlu mentvngkatkan prodaktisfitas kervjanva weisaing
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a. pelatihan dan pemagangan ;

b. pendidikan tenaga Kkerja wanita dan anak secara fungsional dan
proporsional ;
c. pemberian bantuan dan konsultasi :
d. pemberian bantuan pelayanan kesehatan :
e. pemberian bantuan fasilitas yang memadai
f. pemberian kesempatan dalam mengikuti Penataran P-4
g. pemberian kesempatan berpartisipasi dalam bidang
kemasyarakatan.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
{1). Agar Wanita dapat meningkatkan kesejahteraannya, wmaka perlu
diperhatikan hak-haknya sebagai berikut :

a. turut serta herpartisipasi dalam merumuskan kebhijakan dan
inplementasinyva serta memegang jabatan dibidang
Pemerintahan dan kemasyarakatan ;

b. berperan serta dalam organisasi dan perkumpulan non
pemerintah dan pembangunan vang berhubungan dengan
kehidupan masvarakat dan pemerintahan ;

c. mendapatkan pelayvanan hukum terhadap segala bentuk tipdak
kekerasan ;

d. mendapatkan perlakuan, kesempatan dan kepercayaan dalam
segala bidang

(2)., Kewajiban Wanita dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya
adalah :

a. melaksanakan tugas sesuai fungsi kodratnya ;

b. membahagiakan keluarga ;

¢. ikut memajukan dan meningkatkan pengabdiannva kepada
negara dan bangsa ;

d. menjadi orang tua vang baik terhadap anaknva

e. memantapkan fungsi dan peranannva Sebagai objek dan
subjek pembangunan.

f. melaksanakan fungsi pendidikan dalam keluarga.

{3). Pelaksanaan dan penjabaran dari avat {1} dan (2} Pasal int,
akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
Pasal &
{1}. Agar anak tumbuh dan berkembang secara wajar. maka perlu

diperhatikan hak-hak sebagai berikut

a. memperoleh pembinaan dan kasih sayvang orang tua ;

2



b. mendapatkan penghidupan vang layvak :

c. memperoleh kebebasan vang bertanggung iawab ;
d. mendapatkan pendidikan dan keiramptilan :
mendapatkan perlindunzan hukum.

T

{2). Kewaiihan anak dJda.am  Keinnduponnya b svagni anggzota
heluacga, muis»aiakhal  manpedn sebagai wer s a0 = adaist

sebagai berikgut

a. berteagwa hepads: vuban YVaonyg b Vs g
. memhantiy dan mengaoiWaed Db e
C. menjaga Budi peioeidd ceny Laib lerbodap vring tua,
masvarakat, Keluarga, hangsa dan ie

d. belajat dan Dede: ju adat i ool iiiptannya

\
n
-
~ 0
e

pasal  ini

[N
-
.-
»
Pt
-
-

{3). Pelaksanaan dao penjianaras

it P10 dan T2
akan diatnr leiih Jantut ol '
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POMOINAAL AN PENGENDAL T AN

-

vokacan Ve lindungan  dnan

Pembrnaan dan  Penzeadatian Yedva Fan
i Iilakakan oaleh Guborpur Kepaln

Kesejahteraarn bazi ¥Faniia
Daerah,
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(1) Pelapgraran  tvyvaadap Reteantuapn -keteotaany  daloam Pepatnran
Daerah ini  dapat diancam dengan sankasi a2 iuil NOTERE=BOI MR
agat., moral dan agama stau Peraturanr Fervndang-undaduan  yang
hertaku,

—
(V]

Hal-pal vary beluwe diavur dalan Poeraluran Daervah  ani.  aksan
diatnr  iehil lansul Gleb Lulernue Lepala  Dm@lead ~epanjang

menzenal pelalsanaznnva,
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C PENJELAZAN
ATAS

b

FERATUEAN DAFRAH PROPINST DAFRAR TINGEAT !
NUISA TENGGARA TIMUR

HOMOR 17 TAHDN  i997

TRHTANG
UPAYSA PENTHSYATAN PRRLTADUNGAN DAN KESEJANTERAAN
KAGI WANITA TN ANAK DI PROPINST DAERAN TINGKAT 1

NIISa TEMGGARS TIMUR

EPENJELALAN UMEM

Bahwa upava ntnk meningkalkan tesejahlevaan wmasyarakat
dalam rangka meuningrathan kualitas Sumber Dova  Manusia Nuse
Tenggara Timur, sSsmpai  szat ini masih difemud berbagai
hambatan yaituy tinpginyn Anvha Kematian Thoe (AKT).  Angka
Kemattan Bari {AFE) dan Berat Bayvi Tahir Rendah {(BBLR}, wyang
apabila tidak ditangani secara serius dan terpadu Jahan membaws
dampak negsatif bagx! proses pembanzunan vang kita havapkan,

m

Dari icknyarva oerjen’.nt penyuluhan dang fain-lain
disampaikan bahwa/penyeshah uwtama daryi berhagai bambatan adalah
faktor sesial  budnya, ekaopomi  dan pentet abuan tentans
kesehatan wanita, vaitu velavacan vang balum teriangkau. belum
cukup dera untuk sembayvar peliavanesn kesehatan dan pengetahuan
vang veardah  unial wensenail tands dan sejala dari berbagai
komplikasi,

Dangan hasil anajisa tersebut. maka wntnk  mengupayvakan
perlindunzan huhum Jan meninntkan hFosaishterasn hWagi Wanita
dan  Ansk  Jircelubvan nerangha?! paraturan vang  meEmadai untuk
membantn proyzvam Pewerintalh tersabut,

U8aat ini sadish ada beherans Poaratgran tingkat Passt vapg

menjadi sacaran venatiacan watuk pecliaiaapaa dag eopinokstoan

kege jahteraa, Dagi Vaudor dan Anak teond untak ticakstl Daecah
belom  pernate ada sehiogzza Perauran raeran toerusebhut peria
ditetaphan.

Kevgaduran Toarointgh o Boeoqgh aniui merne o dadem
Peraturas Deroab adaish heelanackas ol g dene Momeyp o 7

Tahun 15934 ftapiasag Proghapassin Sesala Bentuk Diskeiminasi
-t

terhadap Wanjita dan ndang-ualaes Woanr  Tabogs 1977 tonlany
Kesajahtarasa anak

iy
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L -
“Terhadap -adtribusi pembuatan Peraturan Daerah -tersebut

maka pengenaan sankasi kops pelangezar sdalah rerzantunze dari

kasus vang teviadi dan disesuaiban dengan Fondissy  pasyvarakadl
Nysa Teangemarsa Tisnr., Dengan dawmivion maka  pengenaan  sanksi
tersebut  tidak dimuat lang<snng dalam Xa20epntusn pidana tetapd
diberikau kKesewmpatan kepada fembiaca peradi lan untuk
1

menaf{sirkannysy poana vaenyalaznisan Kasus dang tavisdi,

ehubungah dengan hal {evsebet. waka  peviv wmepctapkan

arab Propitiai Daersds Tiwvgka: 1 ftusa Teozgayy Timuy
ang ﬁpay& Peninghatan Povsinduengan Jdun Reseabisrzan bagi
ta dan  Asak Jdi ¥rooinz{ Daerab Tingkat T Nusza Tenggara

i L_Q :

Pasal 1 s/d 3 Doenhup jeios,

Pasal & Dutiy 4 r o Yary  diagaksud zeage pandidikan
H = X 2 v‘. M - -~ = - -- . - -y v A
meatznad adatah  poeadidikan V&35,
) .. _ : N
ditakukan aminimal  acsoeas Wajib
Beingery Sembilan Tebin

butir b /& ¢ ¢ Cwehken jalas,

butir h D Wacg liwmaksod dengae osploakaan disked
finng iy mptaiab e Toksen Jang  wajar
dan nefunt dengan Radrainya

butir | roTuku lalas.

Luiiy DoV ey sl add Llhsey emvlian waiban
prievehan sek-nal osdalab wesito yang
romdads Eerrbao ookl oE g Kis At
atan selrab TR T Foeor faktor
prsengaisaon boNan zuaka arwe auka,

Twsar & 3t -
[ IR S § A S RN : RN R LE TR ST IR 3 L s th
- : B TR TR
M . Eirciae e HERN ot TR Eifh"!;‘¢‘
TS I . I N TS _l..:. i daba 3] K |
T 'F‘Er»;:I;| TR PR A I v i LN TP 5o
I A RS o ST SRR Y DTSR S T R U B S

¢/



LTI B B O R S
S TS T 4 B o B . [ T % )
LI L T VR B o] Fado L 2
S S - B oE X
) AR ) e Ja S Rt
I e SR S I [o TR BV §
[N I ST = o o b
1oy Tt o e v
i3 Lo foonE e p! Y
S 9} 3=
S S - SN AT
WEog3 e 2d W B a2
St e DoE T3 3 -~ o D
23 byt Wl e
ta ohoen g D
= S [ PR
£ A iy
[ - i
=) 3 2
i e —3 bt
fa e ta il =
o3 [ A
= PR ) 15 o
th 0l] 3 d .
el PO . . + v— a3 T +
oo S e 2 Lo e 3 7
j 3 o =z B om0 3 <
o [} el — . o T = —t
% L= v 3] v S e 33 D
4 - - vy c— o T D Ry
L S} B -
AR AR o) 2 jah BoalE Il &1
SA AT 0 T3 5} 3 3 3 oy M) % e 2 =
B I N =i R e e - S @ b D Sl
FE B R S U S I 3 o e IR I SR PR -1 3
CE ST o PR S E N R L {2 J RS TR e . o
—
i
- Vel
~
2
t) ) 53 1)
——
e o] [ " b
ot o - R
e > fied e’ ] 4

-~ —t - -
o a— w3 o] 3
13 2 1] N [£4]

-y
]

A2 [ Ky Ly




RANCANGAN

PERATURAN DAERAH

PROFINST DAERAN TINGKAT T NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN 1997

TENTANG

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN WANITA DAN ANAK

DT PROPINST DAFRAH  TTNGKAT T NUSA  TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA

GUBERNUR KEPALA DAFRAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

bahwa W;hita dan Anak merupakan potensi sumber
dava insani tagi pembangunan nasional, oleh sebab
itu periu terus ditingkatkan dan dikembangkan
kwaljta=s Fkesocignteraannva secara  Jahir maupun
hathin :

bahwa kondisi Wanita dan Anak di Propinsi Daerah
Tingkat 7t Nusa Tenggara Timur baik secara fisik,
mental maupun sosial. perlu ditingkatkan dan
dikembangkan serta memperoleh perlindungan hukum
sesuai dengan hak~haknya agar mampu berpartisipasi
secara pennh dalam pembangupan

bhahwna  =2ehbubungan dengan itu maka pertu menetap-
i Peraruran Daerah Propinsty Dacerabh Tingkat I

Musa  Tenggnra Timur tentang lipava Peningkatan
Kesetahteraan Wanita dan Anak di Propinsi Daerah
Tingkat 1 Nvsa Tenggara Timur,

lindang-undang Nomor 5 Tahun 19674 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Hepublik  Indonesia Nomor 34%. Tambahan Lembaran
Negara Repubiik  Indonesia Womor 3037}

Undang-vndang Nomor 64 Tahun 1938 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Tingkat | Bali. Nusa Teng-
gara Barat dan Nusa Tengagra Timur {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Il.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649
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Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Tingkat II daiam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 16557}

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang Pencata-
tan Nikah. Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54. Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 1085)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor
2912)

Undang-undang Namor 1 Tahun 1974 tentang Perkawi-
nan (lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun
1974  Nomor 1. Tamhahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019) ;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial! {Lembar-
Aan Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomer 3039)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejah-
teraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun {1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi nomor 3143) ;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesa-
han Konvensi Mengenai Penghapusan Segals Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2413) ;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor &, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1592 tentang Keseha-
tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 1060. Tambhahan Lembaran Negara Repub'ik Indo-
nesia Nomor 3495)

Undang-undang Nomor K] Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3668) ;
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13, Undane~-undang Nomor 4 Tahun 1607 tentang
Penyandang Cacat {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1397 Nomor §. Tambahar Lembaran
Negarn quuh!ik Indonesia Nomor 35670)

14, Terztiran Pemerintah Nomor 8 Tahun 198 tentang
Ferlindungan Upah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun (981 Nomor 8, Tambahan JLembaran
Negara Republik Indonesia Homor 3190)

Kepurusan Presiden Nomor 36 Tahun 1940 tentang
Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak

-
Can

16, Instruksl  Presiden Nomor 2 Tahun 1957 tentang
Mremhjnaan Keseiahteraan Anak

—_—
~3

fnstruksi Presiden Nomor 5° Tahun 19%% tentang
Feranan Wanita daiam Pembangunan di Daerah

18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor C3/MEN/1989
tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kcrja bagi
I'eker)a Wanita Karena Menikah. Hami ) dan
Melahirkan.

{9, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 0./MEN/19R9
tentarg Tatacara Mempekerjakan Wanita pida Malam
Harti.

20, Keputusan Menteri Negara Urusan Peransn Wanita
Nomor 22/KEP.MENUPW/VIII/1994 tentang Ponlok-pokok
Petunjuk Pelaksanaan Program P:ningkatan
Froduktifitas Kerja Tenaga Kerja Wanits Melalui
eniafat.n Yeseiahteraan Terpadu

21, Keputusan Menteri Sosial Nomor 52/HK/19% tentang
Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh

L
ta

Instrueksi Wenteri Dalam Negeri Nomoar 17 ahun 1996
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program
Peningratan Pengelolaan Wanita dalam Pcembangunan
di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propin-i Daerah
Tinrkat T Nusa Tenggara Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DNARRAN  PROPINS] DAFRAW  TINGKAT 1 NUSA

TENGGARS TIMUR TENTANG U'PAY A PENTINGKATAN
KESEJAHTLRAAN WANITA DAN ANAK DY PROPINS!  DAERAH
TINGKAT 1 WUSA TENGGARA TIMUR.



BAB I
KETENTUAN UMUM
| Pasal |1
EDalam Feraturan Daerah imi vang dimaksud dengan :
}a. Daerah adalah Propinsi Daecrah Tingkat T Nusa Tenggar, Timutr

ib. Pemerintah Maerah adalah Pemerintah Prapinsi Daerah

ngkat I
Nusa Tengpara Timur

lc. Gubernur Kepaln Zacrah adalah Gubernur Kepala Daerah ingkat I

Nusa Tengeava Timur

ld, Wanita adalah Waniia yang sudah #tau belum pernah kaw o
k. Anak adalab orang ‘aki-laki

manpun perempuan yang be umur 21
tahun kebawah dan bealum pernah Kawin

BALR 1]

MAKSTD DAN TUJUAN

aksud Upay#s Peninghatan Kesejahteraan Wanita dan  Ana’ adalah

gar Wantta dan anak di Nusa Tengeara Timur mendapatl per.  ndungan

ukum dan perlakuan secarsa normatif dan wajar secara m. -al
aterial agar menjadi warga negara vang mandiri  servia
enetus vang berkualitas.

dan
enerasi

Pasal R

fu juan diselenggarvakan Upava Peningkatan Kesecjahteraan Wo -ita dan
nak adalah agar dapat ditumbuhkan, ditingkatkan dan di embang-
annya kesejahteraan Wanita dan anak baik secara fisik mental

rupun sosial serta diperolehnya kepastian hukum bagi hak-hak
ereka.

BAR [11
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN WANITA
Pasal 4

1} Untuk meningkatkan keseiahteraan wanita ilakukan

upayva
melalui

a. pemberian kesempatan memperoleh penidikan vang mem: iai
b, pemberian kesempatan untuk bekerja
€. pelavanan kesehatan yang memadai

a
1

+
-




pemerintaban. swasta mauvupun sosial politik ;
e. penghargaan dan pemanfaatan potensi sesuai kodrit
demi kemajuan pembangunan :

ketrampilan :

perlindvngan terhadap hak-hak dasar dan minatny.: ;
peningkatan kesempatan hertumbuh dan berkembang :

o "

- arak vanp kurang mampuw.

oleh Gubernur Kepala Daernh,
BAR V
PENTNGKATAN PRODUKTIVITAS WANTTA

Pasal 6

produktivitas kerja melaluvi :

d. pemberian kesempatan untuk menduduki jabatan baik di

Wanita

f. peningkatan penyvuluhan dan pembinaan kepada Wanita dan
generasi penerus secara khusus ; .

g. pemberian pevhatian dan pembhinaan secara khu-us serta
pengembangnn potensi Apak :

h. penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap wanita dan
anak perempuan melalut npava pemantapan wawasan,
kemitrasejajaran yang harmonis antara pria das wanita,
baik di lingkuugan kehidupan Keluarga maupun dalam
masyvaraktat dan pembarsunarn

i. peningkatan prodnktivitas tenaga kerja Wanita

j. perlindungan ten3za Xerja Wanita ;

k. pengembanzan remhinasn dan  peninghavan Ke ja sama
organicasi warita Jdan lembhaga swadaya masvarakat

(2) Pelaksanaan dan penijabaran butir a s/ k akan dia ur lebih
lanjut eoleh Gubernur ¥eprla Daerash,
RAR TV
PERNINGKATAN KESEFJAHTERAAN ANAK
Pazal =
{1} Peningkatan keseijahteraan Anak dapat dijakukan mel. iui

a. pemberian pelavanan kesehatan kepada Anak :

Y. peninzkatan pengpgunasn AKT

¢c. pembinaan keluarga dan anak

d. pemhinaan ¥eluargn RATITA ;

e. peningkatan kesempalen untuk memperoleh pend dikan dan

f. peningkatan kesempatan wntuk mengetahui dan mendapat

pemberian hantvap materi. fasilitas den jasa te hadap anak

t2) Pelaksanaan peniasharan butir a s/d h akan diatur I-bibh lanjut

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wanita di Prop:nsi Daerah
Tingkat I Nusa Tengecara Timur. maka perlu neningkatan
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(1)

(2)

(3}

pelatihan dan pemagangan ;:

pendidikan tenaga kerja wanita secara fungsional dan
proporsional :

pemberian bantuan dan konsulitasi di bidang tugasnya ;

pemberian kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis
baik pemerintah maupun swasta .

pemberian bantuan kesehatan ;

pemberian pelavanan .

pemberian bantuan fasilitas vang memadai ;

perlakuan kesempatan dan kepercavaan dalam segaia bidan- ;
mengikutsertakan wanpita dalam penataran P4 ;

mengikutsevrtakan wanita dalam bidang kemasyarakatan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Agar wanita dapat meningkatkan Kesejahteraannva, mak: perlu
diperhatikan hak-haknva sebagai berikut :

g, hak untuk memilih dan dipilih ;

b. turut serta berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan
implementasi serta memegang jabstan Pemerintahan

¢, turut serta berpartisipasi dalam organisasi pemerintah dan
non pemerintah vang berhubungan dengan kehidupan
masvarakat.

Kewajiban Wanita dalam rangka meningkatkan Ekesejahteraan
adalah

a. ixul memdjukan dan meningkatkan pengabdiannva kepada
NegaTta dan Bangsa Indonesia ; ‘

. sebagai pendidik percama dan utama bersama suami sebagai
orang tua terhadap anaknya dengan baik

¢. memantapkan fungsi dan peranannya sebagai obyek dan subyek
pembangurnan,

Penjabaran dari avat (1)} dan {2) pasal ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal B

Agar anak tumbuh berkembang dan bisa secara wajar, maka perlu
diperhatikan ha-hal =ebagai berikut :

a. wajib dibesarkan oleh orang tua atau keluarga dengan cinta
kasih : ,

b. wajib mendapat makanan sesuai dengan pertumbubhan fisik
vang dibutuhkan :

c. mendapatkan pelavanan kesehatan, perawatan yang memadai
untuk bertumbuh dan bherkembang :

d. mendapat tempat tinggal yvang wajar ;



T

{2) Dalam melaksanakan tugas penvidikan, para Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini
berwenang

a. menerima laporan. atau pengaduan dari seseorang tentang
adanva tindak pidana :

b. mejakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat .
kejadian serta melakukan pemeriksaan ;

¢. meavuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka

d. melakukan penvitaan benda dan atau surat
mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. memanggil seceorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atauw saksi '
g. mendatangkan seorang ahli vang diperlukan dalam

hubuvngannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. mengadakan renghentian penyvidikan setelah mendapat
petunjuk dari Penyvidik Umum bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak

pidana ‘ dan .selanjutnva melalui Penyidik Umum
memheritahusan hal tersebut kepada Penuntut Umum,
tersangka atau keluargannva ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum Yang dapat

dipertangzgung iawabkan,
BAR X
KETENTUAN TLAIN-LAIN
Pasal 12
Hal-hal vyang dJdiatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih
lanjut oleh Gubernnr Kepala Daerah sepanjang mengenai
pglaksanaannya. :
BAR XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berliaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetohiainya memerintahkan pengundangan
Peratuvran Daerah ini dencan renempatannya daism Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang.
Pada tanggal

DEWAN PERWAKTLAN FAVYAT NAERAH GUBERNUR KEPALA DNAERAH
PROPINST DAERAD TIMGEAT | TINGKAT |1 NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR
KFETUA .
SIMON PETPRIC SOT TN HFEMAN MIISAKARE

Nisshken nleh Menterti Dalam Negeri
fenzan Kerntugan Nemor ..o,
taneral oL oo,
NDiandangkarn dAatam Lembarap Daerah
Trapingi daerah Tingkat T Nusa
Tenagegars Timmr Nomor ..., Seri O
tenponl L L

SFKRETAPTS W{] AYAH/DAFRAH

TE.__SARINUS KANTUS
PEMBINA UTAMA
NID, ATNNNS00A




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH ]
PROPINST NATRAH TINGKAT 1 NUSA TENGGARA TIMIR

NOMOR TAHUN 1997
TENTANG

UPAYA PENINGKATAN KESTJAHTERAAN WANITA DAN  ANAK
DI PROPINST TDAERAH TINGKAT I NUUSA TENGGARA TIMIR

A. Penjelasan Umum

Bahwa wupava untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dalam rangka meningkatksan kwalitas sumber dava manusia Nusa
Tenggara Timur. sampai <aat ini masih ditemui berbagsi
hamhatan »aitw  Lingginza  fAngka Kematian Thu (AKI), Angksa
Kematian Bayi (AKB) dan Rerat Bayi lahir Rendah (BBLR) yang
apabila tidak ditangani secara s=rius dan fterpadu akan memhawa

dampak negatif bavi prose: pembapgunan yvang kita bortapkan.,

Oteh sebab 10 Pemerintah Daerah bersama UNICET memberikan
perhatian tevhadap hal-ha! tersebut dengan mengadakan berbagai
Lokakarva, Orieriasi, Perveloban dan lain-lain vang berklaitan
dengan kesejnhtcraan Tbhu Jdan Anak,

Dari hasi} TLokakarva, Orientasi, Penvuluhan dan lain-Jain
tersebut, penvehab utama dari berbagai hambatan adalah faktor
sosial budava, ekonomi dan pengetahuan tentang kesehatan
wanita vaitu pelavanan yang belum terjangkaqybelum cukup dana
untuk membayar pelayanan kesehbatan dan pengetahuan vang rendah
untuk mengnali tanda dan rejala dari berbagai komplikasi.

Dari hasi}l analisa tersebut, make untuk mengupayakan
peningkatan kesejahleraan Tbu dan Anak diperlukan perangkat
peraturan vang memadai dan memheri sakst kepada pelanggar agarc
jera dan mau herupaya wntuk membantu program pemerintah
tersebut., :

Saat. ini sudah ada beberapa peraturan tingkat pusat yang
menjadi sasaran pengaturap untuk peningkatan kesejahteraan
Wanita dan Apak letapi untuk Daerah belum pernah ada Peraturan
daerah vang mengatur sehingga Peraturan Dagrah tersebut perlu
ditetapkan. '

Kewenangan mengatur Peraturan Daerah adalah dengan Keputusan
Menteri Urusan Peranan Wanita Nomor 22?KEP-MENUPW/VIII/1096
tentang Pokok-pokok Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja wanita metaiui Peningkatan
kesejahteraan Terpadu. :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan
Peraturan NDaerah Propinsi Daerah Tinekat | Nusa Tenggara Timur
tentang Tipaya Peningkatan Kesejahteraan Wanita dan Anak di

-

Fropinsi Daerah Tinekat 7 MNus<a Tenggara Timur.
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B. Penjelasan Pasal Demi Pasal
Pasal | s/d pasal 3 ~eknn jelas
Pasal 4 bLutir a Yape dimaksnd dengan pendidikan memadai
=alalh pendidikan yang dilakukan minimal
sesual Waiibh Belajer @ Tahun.
hatir b s/d g cukup jelas.
hulir h Yang dimaksud dengan periakukan
diskriminatif adalak perlakukan yang wajar
dan ses<uaj rdepgan kodratnya.

Fasal 5 avat (1) butir a Pembertian pelavanan disini termasuk
jvga dalam keadaan membahavakan,
maka anak diberikan prioritas.

butir b Yang dimaksud dengan penggunsan ASI
disini adalah pemberian AS1I
semaksimal wmungkin sesuai dengan
kondisinva.
kutir ¢ Anak perempuan harus mendapat
pembinaan secara khusus mengingat
perempuan sebagai penerus generasi
harvs mampu menjadi wanita dan 1bu
vaneg baik sehingga perlakuan
kekerasan terhadap wanita harus
dihindari karena melanggar hak
asasi manusia.
hutir d s/d h : cukup jalas.
Pasal € bputi1r a : cutup jelas.
putir b : Yang dimaksud dengan bantuan
pelayanan umum adalah termasuk
vntuk kepentingan sns1al, kesehatan
dan lain-lain.
butivr ¢ s/d i : cukup ielas,
Pasal 8 butir a s/d ¢ : cukup jelas.
hutir e Yang dimaksud anak bekerja adalah
memhantu pekerjaan orang tus sesuai
kemampuan untuk kepentingan
keluarga.
bt jr 7 Vang dimaksud® bantuvan vang layak
dari Pemerintah yaitu bantuan yang
diberikan sesuai dengan keadaan dan
kondisi.
Pasatlt 9 s/d Pasal 13 : cukup jelas.



